BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSISULAWESIUTARA

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR b TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAINNYA
DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

£ Es

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

bahwa dalam rangka penataan dan penyesuai serta
perkembangan kebutuhan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara serta untuk
lebih memaksimalkan fungsi dan peran pemeriniah
daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta penguatan
otonomi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara
maka perlu dilakukan penataan kembali atas
susunan organisasi dan tata kerja organisasi
perangkat daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
bahwa organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga
Teknis Dacrah dan Lembaga Lainnya perha ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan
b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1253, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang

7

Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
I[ndonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemermntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,



10.

17| %

12,

13,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593};

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rum pun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 57 ahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 32j;

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Urusan Wajb dan
Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Nomor 1 Seri Aj;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Dan

BUPATI MINAHASA TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA
LAINNYA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -

1.

=

Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
3.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa

Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Tenggara.

Tenggara selaku Pemimpin Sekretariat Daerah dan pembina pegawai
negeri sipil di Kabupaten Minahasa Tenggara,

Lembaga Teknis Daerah, selanjutnya disebut LTD, adalah unsur
pelaksana tugas tertentu karena sifatnya tidak tercakup pada
Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

Inspektorat Daerah adalah unsur pelaksana pengawasan.

Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional
keahlian dan atau Jabatan fungsional Keterampilan yang mempunyat
fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan
salah satu tugas dalam pemerintahan,



BABII
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan
Lembaga Lainnya.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, Kantor dan Lembaga lainnya
sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

a.

2
i)
d
€.
£.

g
h

-

Inspektorat Daerah;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD);

. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL);

Badan Ketahanan Pangan (BKP);
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBDJ;
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A);

. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP);

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
(BPM-PD};

Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD);
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.

(2) Lembaga lainnya terdiri dari :

a.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
(BPMPPSP);

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(BP4K]};



d. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP);
€. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Minahasa
Tenggara.

BAB IH
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Inspektorat Daerah

Pasal 5

(1) Inspektorat Daerah, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

(2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} menyelenggarakan fungsi :
a Perencanaan program pengawasan;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilajian tugas

pengawasan,

{4) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur.

(9) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Ingsung
kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan
dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 6

(1) Badan Perencanaan Pembngunan Daerah, merupakan unsur
perencana penyeclenggaraan Pemerintahan Daerah.



)

(3)

(4)

©)

(1)

(2

(3)

Badan Perencanaan Pembaangunan Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Perencanaan;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan fugas dibidang perencanaan
pembanguan daerah; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang

Kepala Badan.

Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya

Pasal 7

Lembaga Teknis daerah Daerah dan Lembaga Lainnya, merupakan

unsur Pendukung tugas Bupati.

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya mempunyai tugas

membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di

bidangnya..

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menyelenggarakan f ungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai lingkup tugasnya;

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.



(4)

(5)

{6)

(1)

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya berbentuk badan,
kantor, Satuan, rumah sakit dan Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI;

Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin cleh Kepala
Badan, yang berbentuk Satuan dipimpin oleh kepala Satuan, yang
berbentuk kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, Yang berbentuk
Dewan Pengurus dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengurus dan yang
berbentuk rumah sakit dipimpin oleh Direktur.

Kepala Badan, Kepala Satuan, Kepala Kantor, Direktur dan Sekretaris
Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (5} berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

BAB IV
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah

Pasal 8

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
Inspektur;

Sekretaris,

Inspektur Pembantu

Kepala Sub Bagian;

Kepala Seksi;

Kelompok Jabatan Fungsional.

e p o ooR

{(2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat ditetapkan lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kedua
Susunan Organisasi Badan

Pasal @

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretaris;
c. Bidang;
d. Sub Bagian dan Sub Bidang; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Bagijan Ketiga
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi SatPol-PP terdiri dari:
a. Kepala Satuan;
b. Kasubag Tata Usaha;
c. Kepala Seksi; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi SatPol-PP ditetapkan dengan
Peraturan Bupati

Bagian Keempat
Susunan Organisasi Kantor

Pasal 11

{1) Susunan Organisasi Kantor terdiri dari:
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
¢ Seksi ; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Susunan Qrganisast Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Pasal 12

(1) Susunan Qrganisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari:
a. Sekretaris;
b. Kasubag; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional

{2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13
Bagan Struktur Organisasi Lembaga Inspektorat Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan
Lembaga Lainnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran [
sampai dengan Lampiran XVI

BABV
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 14
(1} Inspektur Kabupaten, Kepala Badan dan Kepala Satuan adalah
Jabatan Eselon Iib.
(2) Sekretaris pada Badan/Satuan, Inspektur Pembantu, Kepala Kantor,
adalah Jabatan Eselon Illa.
(3) Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala
Bidang pada Badan/Satuan adalah Jabatan Eselon IIIb.
(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor dan Kepala
Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.

Pasal 15
{1} Inspektur Kabupaten, Kepala Badan dan Kepala Pelaksana diangkat

dan diberhentikan oleh Bupati atas wusul Sekretaris Daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan.



{2} Kepala Satuan, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala
Sekretariat, dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh
Bupat atas usul Sekretaris Daerah;

(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi
diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan
kewenangan Bupati.

BAB VI
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 16
Pada masing-masing Badan dan Kantor dapat ditempatkan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan sesuai kebutuhan.

BAB VII
TATAKERJA
Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan satuan kerja harus
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(2) Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Inspektorat, Badan
dan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
tugas dan fungsi bawahannya masing-masing, serta memberikan
bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan pekerjaan o©leh
bawahan.

(3) Setiap pimpinan unit dan satuan kerja wajib mengikuti dan memenuhi
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada masing-masing
atasannya serta menyampaikan laporan kepada atasan sesuai
kebutuhan dan waktu yang tclah ditetapkan.

BAB VIO
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai ketentuan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.



(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2007 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara, Peraturan Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggaran Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan
Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor
7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah
Nomor 07 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Ratahan
Pada Tanggal 2¢  Oktober 2014

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

’,*_’/'—'"

JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada Tanggal 29 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MINAHASATENGGAR7

Aoy

TIN'UN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014

NOMOR 79 SERI



dVANTNNS STV

‘VEVODNAL VSVHVNIN 1LVdNd

NV.LYAvASYINET
DONVIIE HYINIIEWHEL
SYMVDNE ISHHS

NVHV.IN[EENE]
SNVQId HYLNRIIWId
SYMYONI ISHES

NVYNNONVEWE
DNYQIg HY.LNIAAWE
SYMVYDNEL 183HS

=]

NV LVIIWVAVASYINED]
ONVAIE HY INRITINHL
SYMVONH ISHAS

NVHVINIMIWH
ONVAId HY.LN[R—IIWH ey
SYMVONI I1SMES

NVNNDNYdWAd
ONV1g HYINIIENEL [=r
SVMVYODNHE [8MAS

i 5

Al HYAVTIM
ALNVEWHId JTLHIINI

NV LVAVIVASYNIA
ONvd1d HY.LNRIFWE
SYMVDNEL ISHNIS

NYHY.IN[HENHE]
ONVAIH HYINRITWNE
SYMVYONIJ 1S7dS

NYNONYENEL
ONVQId HY.LNIMEWNAd
SVMVONEJ ISHMES

—

NYLVAVAVASYING
DNV AT HY INRIZWAJ
SVYMVODNI ISMAS

NVHV.LNIMANAL
DNVAIg HYINIIZWEd
SYMYDNH ISHES

NYNNDNYHNId

ONVQIH HYLNRIIWIL
SVMVONEd [SHHS

NVHOdYT13d

NvQ ISyNTvAd

NVIOVH dns

} IM
Ei
{1} HYAVTIM  HYAVIIM I HYAVTIM
NLNVENAd dIM3dNI NINVENEd NIAFdNI NINVEWNED dNLIAdNI
{ | I 1
NVYNYONTNEd 1
AW NVIDYE 908 t
A EsES TVNOISONNA
_ NVLYEYP XOdWOTIN
_ "
_ SRIV.LANNAS o
ANILATISNI

VIVODNIL VSYHVNIN NILVINEGVH
HVIAVd LVIOLAAdSNI
ISVSINVDIO dNLMNALS NVOVE

[ NVAIdIAVT




‘VHVOONAL VSVHVNIW 1LVdN"

HVAVIIM DNV VIVI NYG
NYHYTVYNND YIVL ‘NVSvmyH
NYDNVENIDNE ONYAlg ns

HILSILYLS NVd
NVILI'TENId DNV 9NS

NYHOOAINEdEY " LYAMVA t——-

NYWIILHY IEZN "MAIVIYIY ONYOL S015

VIVEiAIdYE N¥d NYYAVOOEDE TY¥IS05 =

"NYLYHAE2N 'NYNIQIONZd DNYAIE 8ne

N¥YDRNENHAEE RYOJ
RYWRIOWAd "YRVIVEVHd ONVOE B0R

dHIEH NYD DN
NYQ ICHINT ‘NYONYEWY.L48d
'WYTY YAYO HEIKOE DNVAIE BNE

YNVIvSYad

VHYEN VINNd Kvd ISwdEd0) Vrdde
YOVNEL "KYDNYOVON3d "RELENCIN
DNV €05

HIGISEd YAVA HFEHNNE nvo

NYLAYTIN " NVNVARIE 'NYNYLINEEN =1

“NYNIRANE3 Ny NV LN
ONYQIg §NE

MILSILVYLS YAVUNY < TNONDMI NYNNONYENIL
Nvd YNVIYS Wy v
NVQ NYONVENIDNEd IYISOS UNLVAVY VAVA NEENAS NYNIONYENE NYYNYONTHEd
NYILLITANEd DNVaAID NYNNDONYdWNEd ONVYJIg NYYNYIONTIEd DNVJIE ONVAIg
1 | I B
—

NYIVMYDEATY Nva i | ]
NVONVIIEH NVAVIDNI TG ‘WNWN I 1 1
NVIDVE 908§ NYIOVE N8 1YNOISDNNY

r T NVLVAY [ MOdINOTdH

SRIV.LEANHS

B B S R R R SRR R R

NVAVvd VIVddd

VAVODONEIL VSVHVNIN NELVINEVIH
HYVJIAVA NVNNDNVENEd NVYNVONEAEd NVAVE
ISVSINVODYO dNLANAULS NVOVHE

IT NVAIdINVT




dVANINANS STNVC

o

‘VUVHONIL VS NIN 1LLVdN"

IVMVDEd
TYNOISDN(1 - NV.LveEyl o — NVYVHEL
LYTHIa ONVAIG 80§ ISYLOAW DNVAIF 9NS HV[ESHN e
ISVLNIN ONVAIE 9ns ONVAIE §NS
— HH!'
NNISNG a NVIFV :
Jé:bﬂx_m.—.m [ NYVOVONAd NYG || WZ_hm NV - NVYIMVOONEA = O o
LVvTIIA ONvald 8ns NVLYIONYAEN YNH
o ISYWAOd DNYQIE 80s ONVAIE 808 ONVAIE gNS
YAVHES _ IVMVDEd IVAVDEd
Ly141aQ ONvalg NVONVENAONId DNVAIE ISVELSININGY DNVAIg z:zﬁ %mmzm_n_
L 1 1 |
NYONVNTA WNAN ! “ !
NYIOVE gNS NVIDYVH 908 IYNOISONNA
T T NYLYEVM NOdWOTEN
| H
SIRHAVLHAMNAES
NYVAVd vVIVvddAa

VAVOONIL VSVHVNIW NIELVdNEVH
LVTHIA NVA HVEEVA NVIVAVOAJEY NVaVe
ISVSINVDUO 3ALANAULS NVOVE [II NVIIdIAVT



ANINNS STNVE
dv B

‘VEVDONAL VSVHVNIN LLVdN"

ii
YHyoIN V138 NYQ vAvdng fiiod
HNANOM NIWIrYNYIN NYO IYNOISYN NYYOYdSYAIY < N0 1SY2i5 yYd

N WISN3d

NYNYONVYNGC DNVOIS 8NS - 19010301 ONYOIS NS oy el =
R ———
= = NYYHYDINVOB AT WNNIN NYHNINAd
1 NVA NYNYYHYEN3d NVQ NV LYY ASYINT)
ANINOX NvHYDIINId NYVSONYE3) ) _ﬂﬁuémo .x.kumm_,__ﬁﬁﬂn_ -
iEan YEWI 1IN d
SRR S NYSYMYM ONVQIE 8NS ONYQIA 8NS
] 1
- .!!.:..-_. e e — —_— =
HOSNOM YSONYY
NYNVONYNId Nva NYNLYS3Y DNVGIE M N
NYHYOION3d ONVAIE o 1110d ONvag
YN : WNAN :
_ﬁwam ans . NVIOVE ans TYNOISDONNA
r T NVIVEY YOJWNOTIN
]
SIHVLIIEUMIAS

NVYOVE V1Vdar

VAVODNIEL VSVHVNIN NILVINIVH
HILI'IOd NVJ VSONVE NVALVSEN NVave
ISVSINVOHO dNIMNVULS NVOVE Al NVAIdVT




dVAONTNNS SHNVE

By

‘VIVODONAL VSVHVNINW ILLvdng

NYONV NvVOVEWITTEA

WHOT
NVONVENADONI - JNVONVd 1ZID NVA ALON - | NVONVA NVONVENTONT  f— NVONVd =
ONVAIE €08 NYNYINVEY ONVAE 818 DNVAIE 81 ISNERILEIA ONVAIE NS
e ———————— e L LI T
NVONVJ NYNVHYLTH NVONVA ISNASNOY
WALSIS NYONYEWEONTd NVONV NVVAYASVMET el NVINVOVAVIENYVONEd  f— NVONVJ NVVIQESHILE b
ONV{IE €018 DNYQIG 90§ ONVAIE gNs | DNVQIE €N
— ._ s - — _hﬂ ——— _III.FII 3
NYONVd NYDNYd ISANQONITIE NYONVd n«mﬂﬁwmmmwm%m%
NYVOVENITAN ONvAId | NvvavdsymaEd oNvalg ISWNSNOY ONVAIF OZ,mo_m
| 1
L T [ 1

NYJAVIDNITIEd NVIVAYDId I T T

NV NVIDONd YNIF 1 _ 1
NNWN NVIDVE NS NVIDVE 8ns TVNOISDNNJ

/ NVONYNEN
NVIOVE €N8

_ L I NYLYLVYI AOdNOTHEN

R R R TR A S RS AR R e

SRIVLEINES

NVavd vVIVdad

VIVDONIL VSVHVNIN NILVdNEVH
NVONVd NVNVHV.LIX NVave
ISVSINVDAO dNLINALS NVOVE A NVAIdAVT



dVANINOS SENVE

NVQ ISYMOAQV DNVAIE dns

NVQ VIVA ONVAIE gns

NYIVIEDONId NVJ
ISYMOAQY ‘ISVWHOINI
‘VIva ONVAI"

NVIVMONTTEEd

/ NYONVNAN
NVIOVE NS

NVLVINVO® Id
Ldn
i —
VOUVATEN NVINANANTAT HVINVA
bt it —- INONONE NVVAVCRAGNTS | ISHNTOAJA VSITVNY B NVYNVONTNED

SR R NVLVHASE DNVCIE 61S DTN B

) VONVATEN NYNVHYLAN NVA NVINANCANIdTY
ISVINOSNI - NYVHALHYPASTH - VNVONSuEd NVIVLIHEY NVISYNHANTd
ONVAIE 808 VONVNTAN ONVAIE €08 DAV HNE
N—— R N

VONVNTEN NVYAVQEIENEd NV.IVHESHE ANANANEd

NVQ VHHLHYIES NVJ YNVONHAEE NVITVYONEDNIA
YOUVNTIN ONVAIE YOUVNTHEY ONVAIA ONVAlg
| 1 | |
NVIVMVDAdT NVNOdVT1ad NVd T
NVa ‘NYYNVONTAEL 1
WNNN NVIOVE gns NVIOVE 808 TVYNOISDNNJ
T NV.LVEVY YOdIWOTEN
SRIV.LHINES
NVAaved viIvda
YVAVOONAL VSYHYNIIN NFLVANIVH
HYEIAVA YNYONTENEE VOAVATIEM NVA NYINANANIALIIN Nvavd
IA NVEIJIAVYT

ISVSINVDYO dNLANALS NVOVE




dVANTNNAS SEINVE

NV.LVIWVOIN [d
‘VEVOONIL VSYHVYNIN ILVdNd Ldn 14

N e
VSITYNY NVONONIT NVNIWINEL dNATH
— —_ NV IVISOS *MILT0d SVYLITVNY NVIVIONINGG |ma
U0 YT e NVQ ¥Lvd ONVAIE ans ISYdISILEv ONVAIE ANS | | DNVAIE 608
_— R R R S SR E
WWD0Ad Nva ¥l u.%ﬂ Sr— — 5&%&%@%%? -
NVAVIIEIN DNl 9ns ISVX0AQY Ond ONVAIE NS DNYAIF ans
| E{. —————- - ——— - = _ = - ? P %IH
SN VAV
NV¥OdVTad AVYNY ONd NVQ NVNdWIUAd w@wﬁ%@h%%
NVYQ ISYNTYAZ DNVAIg NVDNNQNIT¥Ed DNvald ISYJISLLAVd DNvald %Z<Em
L 1 1 |
NVIYIHONIT1HEd NYIV MY DAJTI NYHOdV1ad NV i I T
/ NVONYNEA NVQ ‘NYYNYONIY I .g«zommwzam 1
NVIOVE NS WNWN NYIOVE GNS NVIDVE gNS
- . T NVYLYEVC JOdNOTIH

o i

4 SRIVILHAMHES

NVAVd VIVdaINA

VAVDONIL VSVHVNIN NIHLVANEVH
HAVYNV NVONNANITIAd NVA NVNdINFTATd NVVAVAATEINEd NVAVE
ISVSINVDYO ANLANALS NVOVE IIA NVIIdINVT



dVANTNAS STWVL -

Ny

‘VHVDONAL VSVHVNIN 1LVdNd

_—

e _
r SY.LISYdYH
| NY' DINMONIT
NSl WAVl T (e HVANYS NYVIQTHONE [ [ NvstvsnaEsy Nva NV YWEON Ed == Ezm%%mw%m%x -
| NVORNGNTTIZE NG i DNVQIE 80§ | ~vrvanzonad onvaie ans it

——

NVAVL i WNINO NYHISYIEYH — IBYVIVAE NV YSITYNY IYQNY e
NVINLVONEd ONValg 8ns DNVQIg 80§ ‘NYNVINVAEd ONVAIE 9nS ONVGIE 9018

i

B e

|

. aﬂ.ﬁ%ﬁﬁmzm ; NYDNANONIT VANV
NYNVYIVY.LA3d ONVJIL NVYHISHAEEH DRYAIg NVSYMYDNEL ONVAIg NVHVD Mﬁﬂﬂ%@ﬁuﬁzfx
L 1 1 |
NVONVNE WA 1 “
NVIOVE 908 NVIDVE 908 TVNOISONI
_ - NVLVEVE YOJNOTIN
SIRAVLIHMMAS

NVAvd VIVdd

VAVOONAL VSVHVNIN NILVdNIVH
NVNVINVINEd NVA NVHISYFEEH ‘dNAIH NVONNMONIT NVave
ISVSINVDYO ¥ALMANLS NVDVE ITTA NVAIdINVYT



dVANTNNS STNVL

e

\\\}\M.\

"VHVOONAL VSVHVNIN 1LVdNg

vsaa
NYVOVERTTEN NVONIENIE NVA
NVONVEWIDNZ ONYAIE 8Ns

PSSR ERREESE S

S ——

NYHVANTEM NVA v8ad
ISVHLSININCY DONVAIE HNS

r——————

vsad
NYHVINRENId ONVAIE

1 VNAD IVdEL
IDOTONAHL NYLYIVEVASYINEd
NV NVIPVIDNEI
WIHVS VIdEy ONVAIE 8nNs

VA VOVNGL VILYES
IEMNAONE NV NVLIOEEMuEd
NVNNONVENES ONVAIE 808

e

VYNND LVdEL IDOTONNEL NV
LYAVHVASYIN INONOXE YHYSN

VA NYIIHIUNE
BV NVONMNONIT NVVIYNT NVa
YNVUVEVE] YNVHYS DNVAIE 808

ONVHNINENW
NVQ RYHYAYTHN / VSaa
AVVENOTHED ‘NaVdYEL NVSY MV
NVVAVOHIEWE] DNVIA 60S

LYAVHVASYIN ISVALLOW
NYQ NYTIINVHLEN =
NVLVMONINGd ONVaId gns

VOUVNTEN NVVIELHYIASEN
NVLYMONINHd [
ONYdIg gNs

VSHEO NVAMNNED NVVIVNE
NV V83U VAVA HEErNS

IVIWVAVASYIN NVNVHY.LEX

NYONYOEN

NYIOVE NS

. : NVVAVCNEENE
NVVAVCUEE NEd ONVAIS NYVAVCNEENA] DNVIE i

1 ] | I

NN “ “

NVIOVE NS TYNOISOHNA
T NYLYEY [ MOdINOTIM
SRIV.LHINHS
NVAvd vVIvdaA

VAVDONIL VSVHVNIN NILVANEVA
VSAd NVHV.LNIRNANTd NVA LVHVIVASVIN NVVAVAATHNEL NVAVE
ISVSINVOAO ANLHNALS NVOVH

XI NVAIdINVT




dVANAWNE STNVL

IS e

‘VIVDONAL VSVHVNIIW ILVdNd

C(INd ISvNTVAE
NV NYSNdVHDNI]
‘NYNVYIWIANES DNVAIE 9Ns

— NVAQdVTEL ONVAIFG NS

NVONvNEA —-

NV YHYyINIHIEd
DNVJIE NS

NVAVOONY NYNNENANTd
ONVJIF 9ns

NYAVDONY NYVNYENYTI

HYAadvd AITIN ONvavd = NYONVNTY ISVITVYAYE Nvg = SVH NVITY QNAONEd NVJ NYI'TVAONTDNAD =
NYAOdVTIdd ONVAId anNs DNIHMOLINOW ONVJId §NS DNVJIF gNS DNVAIE 2NS
L
—— h
HVIAYA NYVIYHYANTSNED
SITIA DNVEYE ONVAld ISNVINAYY ONYQIG DNVAIF NVdVOONY ONVAIg
2 I T 7
NYIYAVOId T NYYNVONTEED NVIYIONT TR T
NV WNNMOH NV NYONVNTH NV WNIANN |
NVIOVE 9nS NVIOVE €08 NVIOVE d0S TYNOISDNAJ
- _ NVLVEVL XOJWOTEN
an :
SRIVIHANES
—

NVAvd vVivddai

VIVDONIL VSVHVNIN NALVdNavVH
HVAEVJ HMITIN DNVIVE NVA NVONVNIH VIOTEONIAd NVvave
ISVSINVDYEO ANLHNNULS NVOVE

X NVAIdNVT




dVANINAS SHINVI

IEVINNEOANI SISV NVONVEWIONId

L [

1
i |

TYNOISDNNA
avr JOdWOT13¥

VHVSN
V.LVL DVENSYI

L

JOLNVY VIVdAA

VAVOONIL VESVHVNINN NILVdNEVH
NVVIVILSNdAAd NVA dISYV JO.LNVH
ISVSINVDAO ANLHNALS NVOVE [X NVHIIdAVT



dVANTNNAS SHAVE

|I_Ik
‘VAVHHNEL VSYHVNIN LLVdNd e
————
ISYLSHANI
NYONyaW3ION3d
NYQ NYITYHONId =)
SNYQIg ans
ISVLSIAN! vINYS VI 3N
SINAIL WIL SINAZL WL SINMIL WIL N ISowoud =
ONYQig ans
NYNIZI3d NON NYONYOWIYId Nva
Hvu3va AT NYQ ¥SVYT NYNIZIMId IHLSNONI NYNIZid 34 IVACOIW NyIWVYNYNId
ONYHVYE ONYAIG V1YdIH NYNYAYT13d ONY(IZ NYNYAY13d SNYQig ONVaIg
- - .
Ny dwMONITHId
NyviNYONIH3d Ny WNIAN
NYIDVH 8NS NVISIVE 8NS TVNQISDNNA
| { NVY1IVEVY[ AO0dNOTIN
: I
SIHVY13HAIS

Nvavd vIvd3aA

VAVDONIL VSVHVNIW NFLVdNEVH
LNId NLVS NVNIZIHd3d NVNVAVTId NVA TVAOW NVINVNVNHd NVAvE
ISVSINVDAO ANLMNALS NVOVE IIX NVIIdNVT




dVANTNAS STV

=y

‘VIVDONIL VSVHVNIN 1LVdNd

1ISYINAEOAN]

NVQ NVNVAVT ONVGId 905

IS NELSNONTE NYd
ISYLITIHVHEY DNVYAI" 908

=
NVAVIVE 3N NV 0X Lvanavd
NYNVONYNId DNVJIE 98

NYAvVaAA
WVYAviNad DNVAId

YNVIONHE NvaadOH
NVTILNVH DNVTIF 9ns

ISHONLSNOATY Nvd
ISVLITIHVHIY ONValg

ALLSIDOT SNV 9018

YNVONEH NYNVONYNEd
NV LvNdva dvyDDNVYL
OdNY NOY DNVQIZ 818

ALLSIDOT Nvd
NV.LVANAYAEY DNYAIg

NYVOVISdVYIST
DNVJIE 9Ns

VNYONTE NYHYDIINE]
DNVQAI" €018

NYYOVISdyIsdX
NVd NVYHYDIONEL
DNVAIg

|

NYONVAEH

NYIDVE 9N

WD
NYIDVH &Ng

SIAVIHANES

aadd

VNVSHVIId VIVdAA

HYVAVONEHd

I

NvVaved vivdai

VAVOONHL VSVHVYNIW NILVdNEVH
HYVYAVA VNVONIE NVONVINDONVNEd NYAVE
ISVSINVDAO ¥NIANALS NVOVE

IIIX NVIIdANVT



dVANITNAS SHNVE

= b ey

—

‘VIVDONIL VSVHVYNINW ILvdnd

NVLVINVOUH Ldil

————————
HO N NYd NYNYLANIN NYQ NY)YvNELEd HITINANHA NYNY LAHZY NYO NyNyy(Ead
_qu_rm%_\ﬁvzomqrﬁ._: AN NYNYYIHIS "NYINYLM34 NYQ NVAVTEN INYLE ‘NYINYLE3d NyHNTNANIH
NYNYAYISd ONYAIS I90TONMEL NYONygWIONad YHYSN NYVALINEN Nvd YHYHOOU, WYEDONd
NYQ LYTHIQ DNVIR NYVOVENITIN DNVaE ONVIIA
NVIOvE 9ns
| TYNOISDANNS
T I NYLVEVY[ JOdNOTINA
{

SIYVY.LIHANTS

e P

NvQva V1Vd3axr

VAVOONIL VSVHVNIIN NILVdNEVH
NVAVNATLAd NVA NVNVIRIAd ‘NVINV.LIEd NVHNTOANEd VNVSHVIEd NVAVE
ISVSINVDIO 3NIMNALS NVOVE AIX NVAIdINVT



dVANINAS SNV

\\?Lﬂﬁ“\l\\

‘VEVOONAL VSVHVNIN LLVdNE

NYLYWVOEA
dd TOdLVS df

LIYVAVIVASYIN
NVONNAQNITIEd NVHILAHINEd NV TYNOISDNNA
ISHES WNNN NYIOVE ISA3S | NVSVMVON3Id ISHIS TYNOISYHIdO ISAIS av{ A0d

—l 1 H i L
L T T e T T T TR PP T TR LT T e PO P EE R LR T T TR

H H
] H H
P T PR TP T TR TR T TR R T P R T PR P PP PR TP LR T LT T

VHYSN
VIVL DvdaNsvi

NVOLLVS VIVdIA

VAVOONEL VSVHVNIN NALVINEVH
VIvVid ODNONVd ISITOd NVALYS
ISVSINVDYO ANLHANALS NVOVE AX NVAIdIAVYT



dVANTNNS SEAVY

R e

‘VAVOODNIAL VSVHVNINW ILVdNd

Y1808 NYd TVINAW ‘YAvand
WNYNH NYALNYE INAS 'VOVHHVIO YNVS y[UAN NVg
‘WHYSN NYIOVE 1S NVIDVYE gns WNWN NYIOVE gnS

[

!

TYNOIS DN
gV YOdWOTEH

LVINVLIINIS

VIVdaA

VIVODONAL VSVHVNIIN NI LVdNEVH
RIdYOH SNANDNId NVAHA LVIAVLIVNHIAS
ISVSINVDAEO dNLANALS NVOVE

IAX NVAIdIVT



